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ABSTRAK 
 
Ruri Kiswandari, E0005045, “ANALISIS LEGALITAS TINDAKAN 
PENCABUTAN KEMBALI SURAT PERINTAH PENGHENTIAN 
PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANPA 
MELALUI PROSES PRAPERADILAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri 
Denpasar)”, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009. 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sah atau tidaknya 
tindakan pencabutan kembali Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tanpa 
melalui proses praperadilan serta  mengetahui penerbitan Surat Ketetapan tentang 
Pencabutan Penghentian Penyidikan termasuk dalam lingkup praperadilan atau 
tidak. 
 Metode penelitian yang digunakan penyusun di dalam Penulisan Hukum 
ini :Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan 
adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
studi kepustakaan. Setelah semua data terkumpul kemudian dianalisis dengan 
menggunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri 
Denpasar No 01/Pid.Prap/2007/PN.Dps., tanggal 4 Mei 2007 yang salah satu poin 
ketiga dalam amar putusannya yang menyatakan bahwa penerbitan Surat 
Ketetapan No.Pol.SP.Tap/02/II/2007/ Dit.Teskrim.,  tanggal  26  Februari  2007  
tentang  Pencabutan  Penghentian Penyidikan  oleh  Termohon  adalah  tidak  sah  
dan  tidak  mempunyai kekuatan hukum maka dapat disimpulkan bahwa tindakan 
pencabutan kembali Surat Perintah Penghentian Penyidikan oleh Direskrim Polda 
Bali tanpa melalui proses Praperadilan adalah tidak sah. Kemudian berdasarkan 
amar putusan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan Surat Ketetapan 
Pencabutan Penghentian Penyidikan adalah merupakan salah satu ruang lingkup 
dari lembaga Praperadilan. Putusan tersebut berdasar atas ketentuan Pasal 80 
KUHAP yang mengatur bahwa Praperadilan dapat memutus sah atau tidaknya 
suatu penghentian penyidikan maupun penuntutan yang permohonannya dapat 
diajukan oleh penyidik maupun penuntut umum dengan menyebutkan alasannya. 
Selanjutnya berdasarkan Pasal 80 KUHAP bilamana  Surat  Perintah  Penghentian  
Penyidikan  (SP.3)  mau  dicabut kembali oleh pihak Penyidik dengan alasan 
adanya Novum, maka Penyidik tidak  bisa  secara  langsung  mencabut  SP.3  
tersebut,  akan  tetapi  harus melalui  Ketua  Pengadilan  dalam  hal  ini  melalui  
lembaga  proses praperadilan sehingga pencabutan Surat  Perintah  Penghentian  
Penyidikan  (SP.3) oleh  Penyidik  tanpa  adanya Putusan  Praperadilan, 
konsekwensinya pencabutan SP.3 tersebut adalah batal demi hukum. 
Berdasarkan penelitian diatas, penyusun mengharapkan agar Dalam 
pemeriksaan praperadilan, hakim yang menangani agar menggali kebenaran dari 
alasan hukum maupun alasan faktual, jadi tidak terbatas pada pengujian secara 
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formil belaka. Kemudian hendaknya para penegak hukum hendaknya dalam 
melaksanakan tindakan hukum selalu berdasarkan aturan hukum yang ada 
(khususnya KUHAP) sehingga tidak memungkinkan pihak lain, baik itu 
tersangka/ terdakwa maupun pihak lain yang berkepentingan supaya proses 
hukum terhadap suatu perkara pidana tidak berlarut-larut. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, dan 
bukan berdasarkan atas kekuasaan semata. Hal ini sebagaimana tersebut di 
dalam sistem pemerintahan negara dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa 
negara Indonesia berdasarkan atas hukum, dan bukan berdasarkan atas 
kekuasaan. Adapun faktor penegakkan hukum merupakan salah satu usaha 
untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. 
Jika dalam negara terjadi tindak pidana maka langkah yang diambil adalah 
penegakkan hukum pidana dengan menindak pelakunya sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku dalam hukum pidana. Untuk itu maka 
sebelum terjadi suatu tindak pidana perlu dilakukan usaha pencegahan 
(preventif) maupun pemberantasan (represif). 
 
Hukum Pidana dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu hukum pidana 
materiil dan hukum pidana formil. Dalam hukum pidana materiil diatur 
mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, subyek tindak pidana 
serta sanksi pidana bagi siapa yang melanggarnya. Sedangkan dalam hukum 
pidana formil diatur mengenai bagaimana negara dengan melalui alat-alat 
perlengkapannya melaksanakan haknya untuk menegakkan pidana, dengan kata 
lain hukum pidana formil memuat aturan-aturan bagaimana mempertahankan 
hukum pidana materiil atau disebut juga hukum acara pidana. Hukum acara 
pidana ini diformulasikan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP 
tersebut diatur suatu sistem acara pemeriksaan pidana yang meliputi : 
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a. Tahap Penyidikan (oleh Penyidik); 
b. Tahap Penuntutan (oleh Penuntut Umum); 
c. Tahap pemeriksaan di persidangan (dipimpin oleh Hakim); 
d. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan (oleh Jaksa dan Lembaga 
Pemasyarakatan dengan pengawasan Ketua Pengadilan). 
Tahap-tahap tersebut harus dilalui dalam proses penyelesaian perkara pidana 
hingga mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap 
dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku (Soesilo Yuwono, 1982:3). 
 
 Undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta 
tindakan dari penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan 
pandangan hidup kita maka sudah barang tentu penegakkan hukum tidak akan 
mencapai sasarannya. Penegakkan hukum haruslah didukung oleh alat 
perlengkapan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakkan hukum 
di bidang lainnya. 
 
 Dalam Hukum Pidana itu telah mengatur secara tegas mengenai tindak 
pidana, akan tetapi apabila ditegakkan oleh para aparat penegak hukum yang 
kurang atau bahkan tidak menjunjung tinggi hukum dan peraturan perundang-
undangan itu sendiri maka angka kejahatan tidak dapat ditekan sehingga 
ketertiban dan ketentraman masyarakat tidak akan tercapai.  
        Syarat mutlak yang diperlukan guna mencapai kehidupan masyarakat yang 
aman, tertib, tentram dan sejahtera disamping peraturan perundang-undangan 
yang baik,  juga diperlukan tindakan aparat penegak hukum yang secara 
konsekuen melaksanakan peraturan perundag-undangan itu sendiri. Untuk itu 
hendaknya setiap tindakan serta gerak langkah aparat penegak hukum harus 
senantiasa berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku serta diperlukan 
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peningkatan yang lebih profesional guna mengurangi dan menekan bentuk-
bentuk tindakan aparat penegak hukum yang sesuai dengan aturan hukum pada 
umumnya dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada khususnya 
(Sudarto, 1986:112). 
  
Sebagai contoh tindakan aparat penegak hukum yang dilakukan dengan 
tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ialah tindakan 
dari aparat penegak hukum yang setelah mengeluarkan Surat Perintah 
Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap suatu perkara tindak pidana, akan tetapi 
dengan alasan yang kurang jelas serta berdasarkan atas peraturan yang berlaku 
kemudian penyidik melakukan pencabutan terhadap  Surat Perintah 
Penghentian Penyidikan tersebut. Tindakan sepertti ini yang membuat hak-hak 
yang dimiliki oleh tersangka menjadi terabaikan oleh karena tersangka yang 
semula dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan merasa 
telah bebas dari segala tindakan penyidikan dari penyidik kemudian dengan 
pencabutan Surat Perintah Penghentian Penyidikan mau tidak mau tersangka 
tersebut harus berurusan kembali dengan penyidik guna kepentingan 
penyidikan. Hal ini membuat status tersangka menjadi terkatung-katung dan 
tidak jelas oleh karena walaupun penyidik mengeluarkan SP3 sewaktu-waktu 
tersangka dapat dikenakan penyidikan kembali apabila penyidik mempunyai 
alasan yang cukup. 
 
 Dengan adanya bentuk-bentuk tindakan dari penyidik yang tidak 
menghormati hak-hak tersangka tersebut kurang menunjukkan ciri negara 
hukum oleh karena salah satu ciri negara hukum yang paling penting adalah 
menjunjung tinggi hak asasi manusia, disini termasuk juga hak-hak yang dimiliki 
oleh tersangka/ terdakwa yang sedang menjalani proses hukum. 
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 Sebagai contoh kasus dimana penyidik melakukan pencabutan terhadap 
Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ialah tindakan pencabutan Surat 
Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dilaksanakan oleh Direskrim Polda 
Bali, yang tindakan tersebut dilaksanakan tanpa terlebih dahulu melalui proses 
praperadilan. Hal ini merupakan bentuk tindakan dalam proses hukum yang 
tidak biasa oleh karena hal ini belum ada suatu aturan hukum yang secara 
signifikan mengatur. Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, maka penulis 
tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul : “ANALISIS LEGALITAS 
TINDAKAN PENCABUTAN KEMBALI SURAT PERINTAH PENGHENTIAN 
PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANPA MELALUI 
PROSES PRAPERADILAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Denpasar).   
 
B. PERUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis dapat 
merumuskan permasalahan sebagai berikut : 
a. Bagaimana legalitas tindakan pencabutan kembali Surat Perintah 
Penghentian Penyidikan (SP3) tanpa melalui proses praperadilan adalah 
sah? 
b. Apakah penerbitan Surat Ketetapan tentang Pencabutan Penghentian 
Penyidikan termasuk dalam lingkup praperadilan atau tidak? 
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui sah atau tidaknya tindakan pencabutan kembali 
Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tanpa melalui proses 
praperadilan. 
b. Untuk mengetahui penerbitan Surat Ketetapan tentang Pencabutan 
Penghentian Penyidikan termasuk dalam lingkup praperadilan atau 
tidak.  
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2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk menambah pemahaman bagi Penulis melalui penelitian hukum, 
khususnya mengenai Hukum Acara Pidana. 
b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna mencapai gelar sarjana 
Strata 1 dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta 
c. Untuk menambah wawasan dalam memperluas pemahaman akan arti 
penting hukum dalam teori dan praktek. 
 
D. MANFAAT PENELITIAN 
1. Manfaat Teoritis 
a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan di bidang hukum serta pemecahan atas permasalahan 
dilihat dari sudut teori. 
b. Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai referensi di bidang 
ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis, 
c. Untuk mendalami teori-teori yang telah Penulis peroleh selama 
menjalani kuliah Strata I di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut. 
  
b. Manfaat Praktis 
a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan 
mengembangkan kemampuan Penulis dalam bidang hukum sebagai 
bekal untuk masuk ke dalam instansi maupun penegak hukum maupun 
untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di 
negeri ini agar dapat ditegakkan. 
b. Dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola piker kritis, 
sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan 
ilmu yang diperoleh. 
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E. METODE PENELITIAN 
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 
analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan 
konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, 
sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak 
adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soerjono 
Soekanto,1986: 42). Dalam penelitian ini, Penulis akan menggunakan metode 
penelitian sebagai berikut: 
a. Jenis Penelitian 
 Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini 
termasuk ke dalam kategori penelitian hukum normatif atau 
penelitian hukum doctrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan 
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri 
dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 
tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sisitematis, dikaji, 
kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan 
masalah yang diteliti. 
 
 Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum yang dilakukan 
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat 
dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum 
kepustakaan.   
 
b. Sifat Penelitian 
Menurut  Soerjono Soekanto penelitian deskriptif yaitu penelitian 
yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin 
tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya 
adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu 
di dalam memperkuat teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2001:10). 
Berdasarkan pengertian tersebut maka penelitian ini termasuk dalam 
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penelitian deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk 
menggambarkan dan menguraikan semua data yang diperoleh dari 
sumber data yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, untuk 
kemudian dilakukan analisa guna menjawab permasalahan mengenai 
tindakan pencabutan kembali Surat Perintah Penghentian Penyidikan 
dalam tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan tanpa melalui 
proses praperadilan. 
 
c. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan 
adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, 
pendekatan analisis, pendekatan kasus, pendekatan filsafat, dan 
pendekatan historis (Johnny Ibrahim, 2006:44). 
 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus. 
Yaitu mengenai tindakan pencabutan kembali Surat Perintah 
Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Direskrim Polda Bali dalam perkara 
Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan tanpa melaui proses 
praperadilan. Kasus di Pengadilan Negeri Denpasar ini sangat menarik 
untuk diteliti oleh karena pencabutan kembali Surat Perintah 
Penghentian Penyidikan (SP3) tanpa melalui proses praperadilan 
merupakan sesuatu yang tidak biasa dalam acara hukum pidana. 
 
Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan 
untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang 
dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus 
yang telah diputus sebagaimana dilihat dalam yurisprudensi terhadap 
perkara-perkara yang menjadi focus penelitian (Johnny Ibrahim, 
2006:321).  
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d. Jenis dan Sumber Data 
a. Jenis Data 
    Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yaitu data-data yang diperoleh selain dari nara sumber 
utama atau data-data yang mendukung data primer, dalam hal ini 
adalah kepustakaan yang dapat berupa buku-buku, makalah, 
maupun hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan judul 
penelitian sehingga akan memperdalam pembahasan (Soerjono 
Soekanto, 2001 :17).  
 
Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini diperoleh dari 
sumber data yang meliputi : 
(1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang 
mempunyai kekuatan mengikat antara lain       :  
a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),  
b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
c) Putusan Peninjauan Kembali No. Nomor : 98  PK/Pid/2007. 
(2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang 
menjelaskan bahan hukum primer seperti : rancangan undang-
undang, hasil-hasil penelitian, buku-buku, artikel majalah dan 
koran, pendapat pakar hukum maupun makalah-makalah yang 
berhubungan dengan topik penulisan hukum ini. 
(3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang 
memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder seperti : kamus hukum, kamus bahasa, 
dan ensiklopedia. 
b. Sumber Data 
Sumber data penelitian adalah sumber darimana data 
tersebut diperoleh. Berdasarkan dari jenis data yang dipergunakan 
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yaitu yang berupa data sekunder, maka sumber data yang 
digunakan adalah sumber data sekunder. Yang dimaksud dengan 
sumber data sekunder adalah data-data lain yang berhubungan 
dengan peneliti, berupa bahan-bahan pustaka. Data eunder yang 
berkaitan dengan penelitian meliputi buku-buku serta karya ilmiah 
yang berkaitan dengan Penyidikan dan Praperadilan. 
 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Berdasarkan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif 
maka di dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan 
data yaitu dengan menggunakan metode studi pustaka. Yaitu metode 
untuk mengumpulkan data berdasarkan pada benda-benda 
berbentuk tulisan, dilakukan dengan cara mencari, membaca, 
mempelajari, dan memahami data-data sekunder yang berhubungan 
dengan permasalahan yang diteliti. Dari studi kepustakaan ini akan 
diperoleh manfaat yang berupa : 
a. Diperoleh konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang 
berkaitan dengan masalah penelitian. 
b. Melalui prosedur logika deduktif, akan dapat ditarik kesimpulan 
spesifik yang mengarah pada penyusunan jawaban sementara 
terhadap masalah penelitiannya. 
c. Akan diperoleh informasi empirik yang bersifat spesifik yang 
berkaitan dengan masalahnya. 
d. Melalui prosedur logika induktif akan diperoleh kesimpulan umum 
yang diarahkan pada penyusunan jawaban teoritis terhadap 
permasalahannya. (Bambang Sunggono.2003:117) 
 
e) Teknik Analisis Data 
xxiii 
Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah 
teknik analisis data yang bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan 
Biklen analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan 
jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-
milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesiskannya , 
mencari dan menemukan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa 
yang dapat diceritakan kepada orang lain. 
 
Menurut Seiddel, langkah-langkah dalam teknik analisis data 
kualitatif adalah sebagai berikut : 
a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu 
diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. 
b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, 
mensitesiskan, membuat ikhtisar, membuat indeksnya; 
c. Berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai 
makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, 
dan membuat temuan-temuan umum. 
 
Berdasarkan pengertian tersebut Analisis Data yang dipergunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis kulitatif dengan metode secara 
yuridis empiris/sosiologis, yaitu dengan jalan melakukan inventarisasi 
sekaligus mengkaji hukum positif beserta dokumen-dokumen lain 
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian 
disesuaikan dengan data yang diperoleh di lapangan sehingga dapat 
disimpulkan bagaimanakah hukum secara sosiologis mengatur 
masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. 
 
F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM 
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Untuk memberikan gambaran sementara mengenai skripsi ini, maka 
penulis akan menguraikan secara singkat rancangan Sistematika Skripsi ini 
sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
kerangka penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi. 
 
BAB II :TINJAUAN PUSTAKA 
Membahas tentang tinjauan pustaka, yaitu meliputi :(1) Tinjauan 
umum tentang  penyidikan terdiri dari :pengertian penyidikan, 
pengertian penyidik, tugas dan wewenang penyidik dan pengertian 
Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). (2) Tinjauan umum 
tentang tindak pidana yang terdiri dari: pengertian tindak pidana,dan 
unsur-unsur tindak pidana. (3) Tinjauan umum tentang tindak pidana 
pemalsuan surat yang terdiri dari :pengertian surat, pengertian 
tindak pidana pemalsuan surat, dan unsur-unsur tindak pidana 
pemalsuan surat. 
 
BAB III :HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian yaitu tentang :     
bagaimana tindakan pencabutan kembali Surat Perintah Penghentian 
Penyidikan (SP3) oleh Direskrim Polda Bali dalam perkara tindak pidana 
pemalsuan surat yang dilakukan tanpa melalui proses praperadilan serta 
apakah penerbitan Surat Ketetapan tentang Pencabutan Penghentian 
Penyidikan termasuk dalam lingkup praperadilan atau tidak. Diuraikan pula 
mengenai pembahasan yang dilakukan terhadap teori yang diperoleh dari 
hasil penelitian kemudian dianalisis dengan kajian pustaka, rumusan 
masalah, dan tujuan penelitian. 
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BAB IV :PENUTUP 
Dalam bagian ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang 
disampaikan penulis sendiri mengenai pendapatnya dan menulisnya 
dalam suatu penulisan hukum. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxvi 
BAB II 
 TINJAUAN PUSTAKA  
 
2. Kerangka Teoritis 
a. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan 
a. Pengertian Penyidikan 
Di dalam ketentuan Pasal 1 dan 2 KUHAP, terdapat pengertian 
tentang penyidikan, yakni serangkaian tindakan penyidik dalam hal 
dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 
terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 
tersangkanya. 
 
Sedangkan menurut De Pinto, menyidik (opsporing) 
merupakan pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang 
untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka 
dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, 
bahwa terjadi sesuatu pelanggaran hukum. (Andi Hamzah. 1982 
:122)  
 
Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan 
bahwa penyidikan merupakan tindakan penyidik dalam hal dan 
menurut cara yang telah diatur oleh undang-undang di dalam 
mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat suatu terang 
suatu tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 
Berdasarkan pengertian ini berarti penyidikan tindak pidana sebagai 
salah satu tahap penegakan hukum pidana yang di dalam 
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pelaksanaannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
 
 
 
b. Pengertian Penyidik 
Di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP, yang disebut 
Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau 
pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus 
oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Untuk dapat 
berkedudukan sebagai Penyidik maka seorang pejabat harus 
memebuhi syarat-syarat kepangkatan yang telah diatur dalam Pasal 
6 KUHAP. 
a) Pejabat Penyidik Polri 
Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP alah satu 
instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan 
adalah pejabat Polisi Negara. Akan tetapi untuk dapat seorang 
pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus 
memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana ditegaskan dalam 
Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Syarat kepangkatan dan pengangkatan 
pejabat penyidik kepolisian dapat dilihat uraian sebagai berikut : 
i. Pejabat Penyidik  
Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik 
penuh, harus memenuhi syarat kepangkatan dan 
pengangkatan : Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu 
Letnan Dua Polisi; 
(a) Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu 
Letnan Dua pabila dalam suatu sektor kepolisian tidak 
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ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan 
Dua; 
(b) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI. 
 
 
 
ii. Penyidik Pembantu 
Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik 
pembantu harus memenuhi syarat kepangkatan dan 
pengangkatan sebagai berikut : 
(a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi; 
(b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian 
Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat 
Pengatur Muda (golongan II/b); 
(c) Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan 
atau pimpinan kesatuan masing-masing. 
 
b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 
Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) 
huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai 
fungsi dan wewenang sebgai penyidik. Pada dasarnya 
wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan 
undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri 
pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. 
Misalnya pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang 
Kepabeanan (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2006) dimana di dalam ketetntuan Undang-Undang ini 
memberikan wewenang kepada Dirjen Bea dan Cukai untuk 
melakukan penyelidikan maupun penyidikan dalam pelanggaran 
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maupun kejahatan di bidang kepabeanan. Dan juga Kejaksaan 
dapat berkewenangan melakukan penyidikan dan penyelidikan 
terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
   
c. Tugas dan Wewenang Penyidik 
Berdasarkan ketentuan Pasal 7 KUHAP, Penyidik (Polri) 
mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : 
(a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang 
adanya tindak pidana; 
(b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 
(c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda 
pengenal diri tersangka; 
(d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan 
penyitaan; 
(e) Melakukan pemeriksan dan penyitaan surat; 
(f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 
(g) Memanggil orang untuk untuk didengar dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi; 
(h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 
hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 
(i) Mengadakan penghentian penyidikan; 
(j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggung jawab. 
 
Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Polri mempunyai wewenang sebagai berikut: 
(a) Menerima laporan dan/atau pengaduan; 
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(b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat 
yang dapat mengganggu ketertiban umum; 
(c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit 
masyarakat; 
(d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan 
atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; 
(e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup 
kewenangan administratif kepolisian; 
(f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari 
tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; 
(g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 
(h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret 
seseorang; 
(i) Mencari keterangan dan barang bukti; 
(j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 
(k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang 
diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; 
(l) Memberi bantuan pengamanan dalam sidang dan 
pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, 
serta kegiatan masyarakat; 
(m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara 
waktu. 
d. Pengertian Penghentian Penyidikan 
Pengertian secara umum dari Penghentian Penyidikan adalah 
suatu tindakan dari Penyidik untuk tidak melanjutkan suatu 
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penyidikan atas kasus/perkara pidana yang ditanganinya, sesuai 
dengan ketentuan hukum yang berlaku. Didalam KUHAP tidak 
dijelaskan secara jelas mengenai hal-hal apa saja yang dapat 
dijadikan alasan yang sah dilakukannya penghentian penyidikan 
serta juga tidak diatur mengenai ketentuan mengenai berapa lama 
penyidikan akan berlangsung.  
Akan tetapi dengan melihat ketentuan Pasal 109 KUHAP dapat 
juga dijadikan dasar hukum dilakukannya penghentian penyidikan 
yaitu sebagai berikut : 
1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan 
suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik 
memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. 
2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak 
terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan 
merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi 
hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada 
penuntut umum, tersangka atau keluarganya. 
3) Dalam hal penghentian tersebut ayat (2) dilaukan oleh 
penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera 
disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum. 
 
Dari pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyidik 
dapat melakukan penghentian penyidikan dengan alasan sebagai 
berikut : 
1) Tidak ditemukannya cukup bukti 
Menurut Pasal 183 KUHAP diatur bahwa hakim 
menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, 
kesalahan tersebut harus terbukti dengen sekurang-
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kurangnya dua alat bukti yang sah. Hal ini dimaksudkan 
agar dapat menjamin tegaknya kebenaran dan keadilan serta 
kepastian hukum bagi seorang, supaya tidak terjadi seorang 
yang tidak bersalah dijatuhi pidana. Jadi di sini tidak 
dibenarkan menghukum seorang terdakwa yang 
kesalahannya tidak terbukti secara sah menurut Undang-
undang. 
Belum tentu semua keterangan baik keterangan 
surat maupun petunjuk dapat dipergunakan sebagai alat 
bukti. Hanya keterangan surat, petunjuk maupun hal lain 
yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi 
serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat 
digunakan sebgai alat bukti. Dalam ketentuan Pasal 284 
ayat (1) KUHAP disebutkan alat bukti yang sah ialah : 
a) Keterangan saksi 
b) Keterangan Ahli 
c) Surat 
d) Petunjuk 
e)  Keterangan Terdakwa 
Sebagaimana telah dikemukakan bahwa penyidikan 
merupakan tindakan penyidik untuk mencari dan 
menemukan bukti guna membuat terang suatu tindak 
pidana yang terjadi. Apabila dalam proses penyidikan 
ternyata tidak dapat menemukan bukti-bukti yang cukup 
sebagai persyaratan bukti minimal sebagaimana diatur 
dalam KUHAP, misalnya hanya dapat ditemukan satu alat 
bukti maka penyidik dapat menghentikan penyidikan. 
Terhadap penghentian penyidikan dengan alasan tidak 
terdapat cukup bukti ini tidak berarti menutup 
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kemungkinan perkara tersebut dibuka kembali jika 
dikemudian hari diketemukan bukti baru (novum). 
 
 
2) Peristiwa bukan merupakan tindak pidana 
Apabila peristiwa tersebut setelah dianalisa atau diteliti 
ternyata unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan 
tidak terpenuhi sebagian atau seluruhnya, penyidik dapat 
melakukan penghentian penyidikan. 
 
3) Penyidikan dihentikan demi hukum, antara lain dalam hal : 
a) Tersangka meninggal dunia; 
b) Peristiwa tersebut telah lewat waktu penuntutannya 
(daluwarsa); 
c) Pengaduan yang dicabut kembali; 
d) Tindak pidana tersebut telah diputus oleh hakim dan 
telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. 
 
b. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan 
a. Pengertian Praperadilan 
Secara etimologi, pra berarti sebelum, dan peradilan berarti 
proses mengadili di pengadilan. Jadi praperadilan  dilihat dari 
pengartian kata per kata adalah proses yang dilakukan sebelum 
proses atas suatu kasus yang akan dipersidangkan di pengadilan. 
Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) KUHAP, praperadilan adalah 
wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang acara pidana 
mengenai : 
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1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas 
permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas 
kuasa tersangka;  
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian 
penuntutan atas permintaan tersangka/penyidik/penuntut 
umum, demi tegaknya hukum dan keadilan; 
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau 
keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya 
tidak diajukan ke Pengadilan. 
 
b. Ruang Lingkup Praperadilan 
Menurut Pasal 77 KUHAP, ruang lingkup kompetensi lembaga 
praperadilan disebutkan seperti berikut : 
Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini 
tentang : 
a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian 
penyidikan atau penghentian penuntutan; 
b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara 
pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. 
 
Dan berdasar dari pasal-pasal tersebut, maka wewenang yang 
dipunyai oleh hakim praperadilan yang diberikan oleh undang-
undang hukum acara pidana adalah sebagai berikut: 
a. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu 
penangkapan; 
b. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu 
penahanan; 
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c. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu 
penghentian penyidikan; 
d. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu 
penghentian penuntutan; 
e. Menetapkan ganti rugi atau rehabilitasi terhadap mereka yang 
perkaranya dihentikan pada tingkat penyidilkan tau penuntutan. 
 
c. Yang Berhak Mengajukan Permohonan Praperadilan 
Siapa yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan 
Praperadilan mengenai sah atau tidaknya penangkapan, 
penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau mengenai sah atau 
tidaknya pengehentian penyidikan atau penghentian penuntutan 
dapat dikelompokkan menjadi pihak-pihak sebagai berikut : 
1) Tersangka, Keluarganya, atau Kuasanya 
Tersangka, keluarganya, atau kuasanya berhak mengajukan 
permohonan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya 
penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan. 
Demikian menurut ketentuan Pasal 79 KUHAP, yang 
menyatakan bahwa yang berha mengejukan permintaan 
pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau 
penahanan, bukan hanya tersangka saja, tetapi dapat 
diajukan oleh keluarga atau penasehat hukumnya. 
2) Penuntut Umum dan Pihak Ketiga yang Berkepentingan 
Menurut Pasal 80 KUHAP, penuntut umum atau pihak 
ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan 
pemeriksaan tentang sah atau tidaknya pengehentian 
penyidikan apabila instansi penyidik mengentikan 
pemeriksaan penyidikan. Sedangkan yang dimaksud pihak 
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ketiga yang berkepentingan dalam hal ini adalah saksi yang 
menjadi korban dalam peristiwa pidana yang bersangkutan. 
3) Penyidik atau Pihak Ketiga yang Berkepentingan 
Dalam hal dilakukannya penghentian penuntutan oleh 
penuntut umum maka penyidik dan pihak ketiga yang 
berkepentingan dapat mengajukan permintaan pemeriksaan 
sah atau tidaknya penghentian penuntutan tersebut. Hal ini 
berkebalikan dengan permintaan pemeriksaan sah atau 
tidaknya penyidikan yang diajukan oleh penuntut umum 
dan pihak ketiga yang berkepentingan. 
4) Tersangka, Ahli Warisnya, atau Kuasanya 
Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHAP 
yang menjelaskan bahwa tersangka dan ahli warisnya atau 
penasihat hukumnya dapat mengajukan tuntutan ganti 
kerugian kepada Praperadilan atas alasan sebagai berikut : 
i. Penangkapan atau penahanan yang tidak sah; 
ii. Penggeledahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah; 
iii. Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang 
diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke 
pengadilan. 
5) Tersangka atau Pihak Ketiga yang Berkepentingan 
Menuntut Ganti Rugi 
Dalam ketentuan Pasal 81 KUHAP, tersangka atau pihak 
ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan 
ganti kerugian kepada Praperadilan atas alasan sahnya 
penghentian penyidikan maupun penuntutan. Apabila 
Praperadilan memutuskan suatu penghentian penyidikan 
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ataupun penuntutan adalah sah maka memberikan alasan 
bagi tersangka dan pihak ketiga yang berkepentingan untuk 
mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Praperadilan 
(M. Yahya Harahap. 2000:135). 
d. Acara Pemeriksaan Sidang Praperadilan 
Sampai saat ini belum ada keseragaman dalam pelaksanaan 
acara sidang praperadilan, karena undang-undang memang tidak 
mengatur sedemikian rupa mengenai acara yang seharusnya dipakai 
dalam sidang praperadilan. Yang diperiksa dalam sidang 
praperadilan adalah masalah formil dari suatu tindakan yang 
dilakukan oleh penyidik atau Penuntut Umum (Darwan Prinst, 
1998:193). 
 
 Adapun acara pemeriksaan praperadilan yang diatur oleh Pasal 
82 ayat (1) huruf a KUHAP adalah sebagai berikut : 
a. Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya permintaan, 
hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang; 
b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya 
penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian 
penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang 
tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan 
baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang 
berwenang; 
c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari hakim harus sudah menjatuhkan 
putusannya; 
d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan 
negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan 
praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur; 
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e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup 
kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi 
pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum jika untuk itu 
diajukan permintaan baru. 
Berhubung belum adanya acara praperadilan, maka acara 
pemeriksaan praperadilan umumnya berlangsung seperti peradilan 
perdata, meskipun ada juga yang menerapkan hukum acara pidana. 
Pengadilan yang menerapkan acara peradilan perdata, urutan acara 
praperadilan adalah sebagai berikut           ( Darwan Prinst; 
1998:194): 
 
PENUNTUT 
PRAPERADILAN 
TERTUNTUT 
PRAPERADILAN 
1. Tuntutan Praperadilan 
2. Replik 
3. Pemeriksaaan Alat Bukti 
4. Konklusi 
1. Eksepsi/Jawaban 
2. Duplik 
3. Pemeriksaan Alat 
Bukti 
4. Konklusi 
 
 
c. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 
a. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa 
Belanda yaitu Strafbaarfeit atau delict yang berasal dari bahasa 
latin delictum. Sedangkan perkataan feit sendiri itu dalam 
bahasa Belanda berarti ”sebagian dari kenyataan” atau ”een 
gedeelte van werkerlijkheid” sedangkan ”strafbaar” berarti 
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dapat ”dihukum” , sehingga secara harafiah perkataan 
”strafbaarfeit” itu dapat diterjemahkan sebagai ”sebagian dari 
suatu kenyataan yang dapat dihukum” (P.A.F Lamintang, 
1997:181). 
Menurut Hermien Hadiati Koeswadji sebagaimana dikutip 
oleh A. Fuad Usfa dan Tongat, ”Dalam kepustakaan hukum 
pidana”, istilah ”tindak pidana” merupakan istilah yang dipakai 
sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda strafbarfeit 
(Hermien Hadiati Koeswadji dalam A. Fuad Usfa dan Tongat, 
2004 :31). Sedangkan menurut Moeljatno memberikan arti 
perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum, dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam 
pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan 
(yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh 
kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan pada 
orang yang menimbulkan kejahatan itu (Moeljatno,1993:54). 
b. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Dari pengertian perbuatan pidana yang dikemukakan oleh 
Moeljatno, maka unsur-unsur yang  tindak pidana adalah : 
1) Perbuatan; 
2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
3) Ancaman Pidana (bagi yang melanggar larangan). 
Perbuatan manusia saja yang noleh dilarang, yang 
melarang adalah aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk 
pebuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan 
itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman dengan 
pidana mengambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam 
kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam 
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pidana adalah pengertian umum, yang artinya pada umumnya 
dijatuhi pidana (Adami Chazawi. 2002:79). 
 
d. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Surat 
a. Pengertian Surat 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat adalah kertas 
yang bertulis dan berbagai-bagai maksud isinya, dengan demikian 
dapat kita ketahui bahwa pengertian surat tersebut adalah 
pengertian secara umum. Pengertian surat menurut R.Soesilo lebih 
jelas oleh karena definisi surat disini yang dimaksudkan adalah 
pengertian surat yang terdapat dalam Bab XII KUHP khususnya Pasal 
263 KUHP (R.Soesilo, 1986:168). Sedang menurut Sudikno 
Mertokusumo menyatakan bahwa surat adalah segala sesuatu yang 
memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk 
mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran 
seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian (Teguh 
Samudera.2004 :36). 
 
Dalam tindak pidana pemalsuan surat menurut Wirjono 
Prodjodikoro diadakan pembatasan mengenai surat yang dapat 
dipalsukan, yaitu : 
(1) Surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perikatan atau 
suatu pembebasan hutang. 
(2) Surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu tindakan 
(Wirjono Pridjodikoro, 1980:194). 
 
Sedangkan di dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP pemalsuan surat 
dapat dilakukan dalam surat-surat sebagai berikut : 
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(1) Akta Otentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang 
berwenang untuk itu menurut bentuk yang ditetapkan oleh 
Undang-undang; 
(2) Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau 
bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; 
(3) Surat saham atau surat hutang, atau sertifikat saham/ sero atau 
sertifikat hutang dari suatu perkumpulan yayasan, perseroan 
atau maskapai; 
(4) Talon, tanda bukti deviden atau tanda bukti dari salah satu 
syarat yang dirumuskan pada nomor 2 dan 3 di atas, ataupun di 
dalam bukti penggantinya; 
(5) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan dalam 
peredaran. 
 
Selain itu dalam ketentuan KUHP juga ditambahkan macam-
macam surat yang termasuk dalam pengertian surat dalam tindak 
pidana pemalsuan surat selain yang diatur dalam Pasal 264 ayat (1) 
KUHP yaitu  yang diatur dalam Pasal 267 sampai dengan Pasal 274 
KUHP sebagai berikut :  
(1) Surat Keterangan Dokter (Pasal 267 dan Pasal 268 KUHP). 
(2) Surat Keterangan Tanda Kelakuan Baik, Kecakapan, 
Kemiskinan, Kecacatan, atau keadaan lain (Pasal 269 KUHP). 
(3) Surat Jalan, Kartu Keamanan, Surat Imigrasi (Visa) (Pasal 270 
KUHP). 
(4) Surat Pengantar Kerbau atau Sapi (runderen) (Pasal 271 
KUHP). 
(5) Surat Keterangan Pejabat tentang Kepemilikan (Pasal 274 
KUHP). 
 
b.  Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat  
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Dalam peraturan perundang-undangan tidak terdapat 
pengertian secara jelas tentang tindak pidana pemalsuan surat baik 
di dalam KUHP maupun dalam peraturan perundang-undangan 
lainnya.  Akan tetapi secara umum tindak pidana pemalsuan surat 
diartikan sebagai suatu tindakan memanipulasi suatu dokumen atau 
surat baik itu memalsukan surat itu sendiri maupun dengan 
memberikan suatu keterangan yang palsu dalam suatu surat atau 
dokumen yang karena itu menjadikan surat atau dokumen itu 
menjadi seolah-olah seperti surat atau dokumen resmi yang 
digunakan untuk kepentingan tertentu. 
  
Pengertian tersebut lebih mendekati pengertian tindak pidana 
pemalsuan surat dalam arti yang luas oleh karena tindak pidana 
pemalsuan surat tidak hanya terbatas pada perbuatan 
pemalsuannya semata, akan tetapi juga menyangkut perbuatan 
penggunaan surat palsu itu sendiri. Di dalam KUHP sendiri 
pengertian tindak pidana pemalsuan surat diatur secara eksplisit 
dalam Pasal 263 KUHP yang berbunyi : 
Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang 
dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan 
hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal 
dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai 
surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika 
pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena 
pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun 
(Wirjono Prodjodikoro. 1980: 188). 
 
 
c. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat 
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Adapun unsur-unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam 
Pasal 263 KUHP ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut : 
Unsur obyektif dari Tindak Pidana Pemalsuan Surat menurut  Pasal 
263 KUHP adalah : 
(1) Membuat palsu/memalsu 
(2) Memalsu terhadap : 
(a) Suatu tulisan atau surat yang dapat menerbitkan suatu  hal. 
(b) Surat yang dapat menerbitkan keterangan. 
(c) Surat yang dapat membebaskan hutang. 
(d) Surat yang dapat membuktikan suatu perbuatan. 
(e) Pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. 
Unsur subyektif dari membuat surat palsu yaitu dengan masksud 
untuk mempergunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak 
dipalsukan 
3. Kerangka Pemikiran 
1. Kerangka Pemikiran 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Proses Penegakkan 
Penyidikan oleh 
Tindakan Pencabutan Kembali 
Surat Perintah Penghentian 
Penyidikan (SP3) Tanpa Melalui 
Termasuk 
Dalam 
Lingkup 
Sesuai dengan 
peraturan perundang-
undangan yang berlaku 
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2. Penjelasan 
Negara Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta 
menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Negara hukum atau 
“Rule of Law” dalam arti menurut konsepsi dewasa ini mempunyai 
sendi-sendi yang bersifat universal. Seperti pengakuan dan perlindungan 
terhadap hak-hak asasi, legalitas dari segala tindakan negara atau 
pemerintahan dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum dan terjaminnya peradilan yang 
bebas. 
 
Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi 
upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Tanpa 
adanya hukum yang ditegakkan dan ketertiban yang diwujudkan, maka 
kepastian, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun 
mustahil dapat terwujud. Demikian juga ketiadaan penegakan hukum 
dan ketertiban mustahil masyarakat dapat berusaha dan bekerja dengan 
baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berarti, hal ini menunjukkan 
ada keterkaitan erat antara damai, adil dan sejahtera. Perbaikan di 
aspek keadilan akan memudahkan pencapaian kesejahteraan dan 
kedamaian. 
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Setiap bentuk pelanggaran terhadap hukum khususnya pelanggaran 
terhadap hukum pidana, pelakunya haruslah mendapat tindakan hukum 
secara represif dari aparat penegak hukum mulai dari proses penyidikan 
hingga persidangan dengan tetap berpegang pada peraturan yang 
berlaku serta hak-hak asasi manusia.Dalam pelaksanaan penegakan 
hukum tersebut seringkali aparat penegak hukum melakukan tindakan 
yang yang tidak berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Sebagai contoh ialah pencabutan kembali Surat Perintah 
Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Direskrim Polda Bali dalam perkara 
Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan tanpa melalui proses 
praperadilan, tindakan ini sangatlah merugikan hak-hak tersangka. 
  
Untuk itulah maka Penulis melakukan penelitian terhadap 
keabsahan mengenai tindakan pencabutan Surat Perintah Penghentian 
Penyidikan (SP3) oleh Direskrim Polda Bali yang dilakukan tanpa melalui 
proses praperadilan tersebut dan apakah penerbitan Surat Ketetapan 
Pencabutan Kembali Surat Perintah Penghentian Penyidikan termasuk 
ke dalam kompetensi / ruang lingkup lembaga praperadilan sehingga 
untuk mencabut Surat Perintah Penghentian Penyidikan harus dengan 
terlebih dahulu mengajukan permohonan Praperadilan kepada Ketua 
Pengadilan Negeri.  
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
G. Keabsahan Tindakan Pencabutan Kembali Surat Perintah Penghentian Penyidikan Oleh 
Direskrim Polda Bali Tanpa Melalui Proses Praperadilan 
a. Identitas Pemohon dan Termohon Pra peradilan 
1) Identitas Pemohon 
a) I WAYAN TAMA, 
Petani, beralamat di Banjar Kauh, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten 
Badung, 
b) I KETUT SUDIA, 
Petani, beralamat di Banjar Kauh, Desa Ungasan,Kecamatan Kuta, Kabupaten 
Badung, 
c) I WAYAN NAMBREG 
Petani, beralamat di Banjar Kauh, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten 
Badung, 
d) I NYOMAN RUKEG, 
Petani, beralamat di Banjar Wanagiri, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, 
Kabupaten Badung, 
e) I WAYAN SINTER, 
Petani, beralamat di Banjar Kauh, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten 
Badung, 
f) I KETUT RADIO, 
Petani, beralamat di Banjar Kauh, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten 
Badung, 
g) I NYOMAN SIRDA ALS.TENGKENG, 
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Swasta, beralamat di Banjar Ambengan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan 
Denpasar Selatan, Kota Denpasar, 
Dalam  hal  ini  kesemuanya  memberikan  kuasa  kepada PURNAMA  
SUTANTO,SH.  dan  IWAN  SUPRIATNA BHAKTI,SH.  Keduanya  advokat  yang  
beralamat  di  Jalan Lengkong  Kecil  No.  57  Badung,  berdasarkan  Surat  Kuasa 
Khusus tanggal 13 Juni 2007. 
 
2) Identitas Termohon 
PEMERINTAH  REPUBLIK  INDONESIA  qq  KEPALA KEPOLISIAN  R.I.  qq.  KEPALA  
KEPOLISIAN  DAERAH BALI, dalam  hal  ini berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus 
tertanggal  20  Juni  2007,  memberikan  kuasa  kepada  : FATMAH  
NASUTION,SH.MH.  dan  I  WAYAN  KOTA,SH. Keduanya beralamat di Polda Bali 
Denpasar. 
 
b. Alasan Pemohon Mengajukan Pra Peradilan 
Pada awalnya  timbul proses  penyidikan  perkara  terhadap Para Tersangka 
yaitu  I Wayan Tama, I Ketut Sudia, I Wayan Nambreg, I Nyoman Rukeg, I Wayan 
Sinter,  I Ketut Radio,  I Nyoman Sirda alias Tengkeng, bermula dari adanya    
persengketaan  perdata  antara  Para  Tersangka  dengan pihak  Kantor  Wilayah  
Badan  Pertanahan  Nasional  Propinsi  Bali,dan  Kantor Pertanahan  Kabupaten  
Badung,  dimana  Para  Pemohon  adalah  pemilik  atas tanah  Persil    No.40  kls  II,  
seluas  ±23,5  Ha,ter!etak  di  klasiran  Tengah,  Desa Ungasan, Kec.Kuta, Kab.Badung. 
 
Kemudian pada tahun 1991 tanpa seijin  dan  sepengetahuan    Para  Tersangka  
Pihak  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasiona!  Propinsi  Bali menerbitkan Surat 
Keputusan      No.SK.87/HP/BPN/I/Pd    1991  tanggal  25 Oktober  1991  atas  nama  
Kantor  Wilayah  Pertanahan  Propinsi  Bali  sendiri, tentang pemberian Hak Pakai 
atas tanah yang notabene milik  Para Tersangka. Dengan   bermodalkan    Surat    
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Keputusan    tersebut    diatas, selanjutnya  Kantor  Wiiayah  Badan  Pertanahan  
Nasionai  Propinsi  Bali memerintahkan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Badung  
sebagai  bawahannya untuk    menerbitkan  sertifikat  terhadap  tanah  milik  Para 
Tersangka  ke  atas  nama Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Ba!i. Kemudian hanya 
berselang  1  (satu) hari setelah terbitnya Surat  Keputusan No. 
SK.87/HP/BPM/!/Pd/1991, tanggal 25 Oktober 1991, maka pada tanggal 26 Oktober  
1991,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Badung  menerbitkan  Sertifikat Hak  Pakai  
No.  9 Desa  Ungasan.,  Gambar  situasi  No.  7145/1991,  tanggal  26 Oktober  1991 
atas  nama Kantor Wiiayah Badan Pertanahan  Nasional  Propinsi Bali  dengan  
demikian  jelas  bahwa  penerbitan  Sertifikat  tersebut  telah menunjukkan  adanya 
penyimpangan prosedur hukum.  
 
Mengingat bahwa untuk melakukan  pengukuran tanah yang  begitu  luasnya  
tidaklah  mungkin dilakukan hanya dalam satu  hari  saja,  serta secara  administrasi 
untuk proses  pemberian tanda-tanda  batas,  pendaftaran  untuk  memperoleh  hak  
(Sertifikat)  setelah ketentuan  pembayaran  biaya  administrasi  dilunasi  tidak  juga  
mungkin dilakukan dalam  satu  hari  saja, terlebih  lagi  dalam  hal  ini proses  
penerbitan sertifikat  tersebut  tidak  ada  pengumuman  (yang  memakan  waktu  90)  
sama sekali,  dan  disamping  itu  pula  apakah  memang  demikian proses  diatas  
dalam hal  kepemilikan  hak  untuk  Badan  Hukum  Publik  (Negara)  yang  
dimaksudkan dalam  perundang-undangan  Pembendaharaan  Negara,  bukankah  
proses kepemilikan  hak  atas  nama  Negara  harus  melalui  proses  dari  
Departemen Keuangan Republik Indonesia. 
  
Bahwa  perbuatan  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Propinsi Bali  
dan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Badung  (BPN)  tersebut  telah  nyata-nyata 
merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian yang 
sangat besar bagi Para Tersangka, untuk itu guna  mempertahankan  hak  Para  
Tersangka  atas  tanah  miliknya tersebut,  maka  selanjutnya  Para Tersangka  
mengajukan  gugatan  perdata  di Pengadilan  Negeri  Denpasar  dengan  register  
perkara  No,  83/Pdt.G/  2000/PN.Dps dan gugatan tersebut ditujukan kepada Kantor  
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Wilayah  Badan Pertanahan  Nasional Propinsi  Bali dan Kantor Pertanahan  
Kabupaten Badung, akhirnya     gugatan   Para Tersangka dan  atau  perkaranya 
dimenangkan, sebagaimana termuat dalam   Putusan  Peninjauan Kembali  
Mahkamah Agung No. 61 PK/PDT/2004, tanggal 23 November 2005 jo. Putusan 
Mahkamah Agung Rl No. 2291 K/Pdt/2002., tanggal 6 Februari 2003 jo Putusan 
Pengadilan Tinggi Denpasar No.  177/Pdt/2001/PT.Dps,  tanggal  20  Maret  2002  jo. 
Putusan Pengadilan  Negeri  Denpasar  No.83/Pdt.G/2001/PN.Dps,  tanggal  13 
Desember 2000. 
 
Kemudian walaupun  pihak  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional 
Propinsi  Bali  dari  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Badung  telah  dinyatakan 
"KALAH" ,pada tanggal 1 Februari 2006 ada oknum-oknum dari Kantor Wilayah 
Pertanahan  Propinsi  Bali  dengan  penuh  rekayasa  dan  akal  licik  telah melaporkan  
Para  Tersangka tersebut  kepada    pihak  yang  berwajib dengan tuduhan telah 
melakukan tindak pidana Menggunakan Surat Palsu, Memberikan Keterangan  Palsu 
dan Kejahatan Paksaan ex,  pasal 263, 266 dan 335 KUHP, sebagaimana  dan  adanya  
Laporan  Polisi  No, Pol :  LP/36/II/2006/Dit.Reskrim tanggal  1  Februari  2006,  patut  
dipertanyakan  apakah  memang  tepat  Kantor Wilayah  Badan Pertanahan  Nasional   
Propinsi Bali mengalami  kerugian dalam perkara tersebut, dan telah tepat 
melaporkan Para Tersangka. Bahwa  akhirnya setelah melalui  proses penyidikan  
yang cukup panjang, maka telah terbukti surat-surat bukti kepemilikan Para 
Pemohon atas tanah adat Persil  No.  40,KIs.  II,seluas  ±23,5 Ha, terletak di 
KlasiranTengah, DesaUngasan,    Kec.Kuta,Kab.Badung  adalah  asli dan tidak 
dipalsukan,  hal  itu  terbukti  dari  adanya  Surat  Ketetapan  No.  Pol 
:SP.Tap/08/VIII/2006/Dit.Reskrim, tanggal 4 Agustus 2006 Tentang Penghentian 
Penyidikan (Bukti P-1) yang dikeluarkan oleh Dit. Reskrim Polda Bali atas nama 
Kapolda  Bali  dan  Surat  Dit,  Reskrim  No.  Po!  :  B/76/VIII/2006/Dit.  Reskrim, 
tanggal  4  Agustus  2006,  tentang  Pemberitahuan Penghentian Penyidikan. 
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Kemudian pada tanggal 26 Februari 2007 Kepolisian Daerah Bali mengeluarkan 
Surat  Kapolda  Bali  No.Pol  : SP.Tap/02/II/2007/Dit.Reskrim, tanggal  26  Februari 
2007, tentang Pencabutan Penghentian Penyidikan yang mana dengan 
dikeluarkannya Surat Perintah Pencabutan Penghentian Penyidikan dengan tidak 
melalui proses praperadilan tersebut Para Tersangka yang telah tidak lagi berurusan 
dengan masalah pemeriksaan penyidikan haruslah diperiksa kembali dalam tingkat 
penyidikan. 
 
Untuk alasan tersebut maka para tersangka yaitu I Wayan Tama, I Ketut Sudia, I 
Wayan Nambreg, I Nyoman Rukeg, I Wayan Sinter,  I Ketut Radio,  I Nyoman Sirda 
alias Tengkeng mengajukan permohonan Praperadilan kepada Ketua Pengadilan 
Negeri Denpasar. 
 
c. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar 
Dalam putusan praperadilan Pengadilan Negeri Denpasar No 
01/Pid.Prap/2007/PN.Dps., tanggal 4 Mei 2007 memutuskan sebagai berikut : 
1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;  
2) Menyatakan  penerbitan  Surat  Penghentian  Penyidikan  No.Pol. 
SP.Tap/08/VIII/2006/Dit.Reskrim.,  tanggal  4  Agustus  2006  adalah  sah  dan 
mempunyai kekuatan hukum;  
3) Menyatakan penerbitan Surat  Ketetapan No.Pol.SP.Tap/02/II/2007/ 
Dit.Teskrim.,  tanggal  26  Februari  2007  tentang  Pencabutan  Penghentian 
Penyidikan  oleh  Termohon  adalah  tidak  sah  dan  tidak  mempunyai kekuatan 
hukum;  
4) Mengembalikan harkat dan martabat Para Pemohon dalam kedudukannya 
semula; 
5) Membebankan biaya perkara kepada Negara. 
Atas putusan praperadilan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut kemudian Termohon 
mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar. 
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d. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar 
Dalam permohonan banding Termohon kemudian  Pengadilan Tinggi Denpasar dalam 
putusan nomor 35/Pid/PRAP/2007/PT.DPS.  tanggal  29  Mei  2007  memutuskan 
sebagai berikut : 
1) Menerima permohonan banding dari Termohon/Pembanding ;  
2) Membatalkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  tanggal  4  Mei  2007 
Nomor : 01/Pid.Prap/2007/PN.Dps. ;  
3) Menyatakan permohonan pra peradilan dari Para Pemohon/Terbanding tidak 
dapat diterima ; 
4) Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon/Terbanding dalam dua 
tingkat  peradilan  yang  dalam  tingkat  banding  sebesar  Rp.2.000,-  (dua  ribu 
rupiah) ; 
Oleh karena Pemohon tidak menerima putusan banding Pengadilan Tinggi Denpasar 
tersebut maka kemudian Pemohon mengajukan Peninjauan Kembali kepada 
Mahkamah Agung.  
 
e. Pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali 
Menimbang bahwa atas permohonan Peninjauan Kembali yang terdaftar di 
Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan Register Perkara Nomor : 98  PK/Pid/2007 
Pemohon mengajukan alasan-alasan sebagai berikut : 
1) KEBERATAN  PERTAMA    (  PUTUSAN  MAJELIS  HAKIM  PENGADILAN TINGGI 
DENPASAR TANPA DIDASARI PERTIMBANGAN HUKUM YANG CUKUP) : 
a) Bahwa  keberatan-keberatan  dalam  Memori  Banding  yang  diajukan  oleh 
Termohon  Peninjauan  Kembali/Pembanding/Termohon  dalam  perkara 
Praperadilan  a  quo  hanyalah  akal-akalan  semata  dari  Termohon 
Peninjauan  Kembali/Pembanding/Termohon  yang  tidak  berdasar  dan 
beralasan  hukum,  dengan  maksud  dan  tujuan  tidak  lain  selain  daripada 
untuk menghalang-halangi Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat 
menguasai  dan  menikmati  tanah  yang  notabene  milik  keluarga  Para 
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Pemohon  Peninjauan  Kembali yang secara  hukum  telah  diperiksa  secara 
cermat dan teliti oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Denpasar ;  
 
b) Bahwa  selain  itu  apa  yang  dikemukakan  oleh  Termohon  Peninjauan 
Kembali/Pembanding/Termohon  dalam  memori  bandingnya  hanyalah 
pengulangan  dalil-dalil  semata,  sebagaimana  telah  dikemukakan  oleh 
Termohon  Peninjauan Kembali/Pembanding/Termohon  dalam  jawaban 
semula  maupun  dupliknya,  yang  lebih  lanjut  oleh  Judex  Facti  Hakim 
Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar ; 
  
c) Bahwa dalam perkara a quo Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar telah 
membatalkan  putusan  /  pertimbangan  hukum  Pengadilan  Negeri  
Denpasar, dengan mengambil alih semua  keberatan-keberatan Termohon 
Peninjauan  Kembali/Pembanding/Termohon,  tanpa  sama  sekali 
memperhatikan  dan  atau  mempertimbangkan  dalil-dalil,  tanggapan-
tanggapan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan 
Kembali/Para Terbanding/Para Pemohon ;  
 
d) Bahwa  sehingga  demikian,  pertimbangan  hukum  Judex  Facti  Pengadilan 
Tinggi Denpasar  yang  hanya  mengambil  alih semua  keberatan-
keberatanTermohoPeninjauan Kembali/ Pembanding/ Termohon tanpa  
memberikan pertimbangan hukum sendiri  untuk  memeriksa perkara ini 
dengan seadil - adilnya  atau  setidak  -  tidaknya  memberikan  pertimbangan  
hukum  yang cukup  sebagai  dasar  putusannya,  hal  mana  pertimbangan  
hukum  yang demikian  nyata  -nyata  bersifat  "  ONVOLDOENDE  
GEMOTIVEERD  " sebagaimana  dimaksud  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  
RI  No.  492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, yang berbunyi sebagai 
berikut: "  Putusan  Pengadilan  Tinggi  harus  dibatalkan,  karena  kurang  
cukup pertimbangannya  (onvoldoende  gemotiveerd)  yaitu  karena  dalam 
putusannya  itu  hanya  mempertimbangkan  soal  mengesampingkan 
keberatan  -  keberatan  yang  diajukan  dalam  memori  banding  dan  tanpa 
memeriksa  perkara  itu  kembali  baik  mengenai  fakta  -  fakta  maupun 
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mengenai soal penerapan hukumnya dst" Bahwa      berdasarkan      hal-hal      
tersebut      di      atas  maka        beralasan berdasarkan  hukum  apabila  
putusan  Pengadilan  Tinggi  Denpasar  No.35/Pid.Prap/2007/PT.Dps, tanggal 
29 Mei 2007 untuk DIBATALKAN. 
2) KEBERATAN  KEDUA  (PUTUSAN  MAJELIS  HAKIM  PENGADILAN  TINGGI 
DENPASAR  TELAH  MEMPERLIHATKAN  ADANYA  KEKHILAFAN  DAN KEKELIRUAN 
YANG NYATA : 
a) Bahwa  sesuai  dan  berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  83  Ayat  (1) 
KUHAP,  yang  berbunyi  :  "  Terhadap  putusan  Praperadilan  dalam  hal 
sebagaimana  di  maksud  dalam  Pasal  79  Pasal  80  dan  Pasal  81  ,  tidak 
dapat  di  minta  pemeriksaan  banding  ",  sehingga  dengan    demikian 
terhadap  putusan  Praperadilan  Pengadilan  Negeri  Denpasar    Nomor  : 
0l/Pid.Prap/2007/PN.Dps, tanggal 4 Mei 2007  menurut hukum  tidak  dapat 
diajukan upaya hukum banding, dalam artian bahwa putusan Praperadilan 
tersebut telah mempunyai kekuatan yang tetap/pasti ;   
 
b) Bahwa  sesuai  dan  berdasarkan  Baku Pedoman  Pelaksanaan Tugas Dan 
Administrasi  Pengadilan  Buku  II,  Cetakan  :  Ke  5,  Tahun  2004,  Bagian 
Kedua  Bidang  Teknis  Peradilan,  Huruf  B,  tentang  Praperadilan,  pada 
halaman  193  s/d  halaman  194,  butir  24.2,  butir  24.3,  telah  dinyatakan 
dengan tegas-tegas bahwa: Butir  24.2,  menyatakan  :  Terhadap  putusan  
Praperadilan  tidak  dapat dimintakan banding ” ,Butir  24.3,  menyatakan  :  
”Permohonan  banding  yang  diajukan  terhadap putusan tersebut harus 
dinyatakan tidak dapat diterima"; 
  
c) Bahwa  M.  Yahya  Harahap,  SH  sendiri  dalam  bukunya  yang  berjudul 
Pembahasan  Permasalahan Dan Penerapan  KUHAP,  Edisi  Kedua,  2000, 
dihalaman  23  alinea  4  s/d  halaman  24  alenia  1  menyatakan  :  Terhadap 
Putusan  Praperadilan  tidak  dapat  diajukan  permintaan  banding.  Hal ini 
sesuai  dengan  asas  acara  yang  menyangkut  tata  cara  pemeriksaan 
Praperadilan,  dilakukan  dengan  "  acara  cepat  ".  Demikian  juga  dari  segi 
tujuan  pelembagaan  Praperadilan  untuk  mewujudkan  putusan  dan 
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kepastian hukum  dalam  waktu  relatif singkat.  Sekiranya terhadap putusan 
Praperadilan  diperkenankan  upaya  banding,  hal  ini  tidak  sejalan  dengan 
sifat  dan tujuan maupun  cirinya, yakni  dalam waktu yang  singkat putusan 
dan kepastian hukum sudah dapat diwujudkan ".  
 
d) Bahwa  berdasarkan  point  1  s/d  point  3  tersebut  di  atas,  maka  menurut 
hukum   Judex    Facti    Pengadilan    Tinggi    Denpasar   jelas    TIDAK 
BERWENANG   untuk   memeriksa,   mengadili   dan   memutus   perkara 
praperadilan    a    quo,    yang    lebih   lanjut    seharusnya    Judex   Facti 
Pengadilan  Tinggi  Denpasar  MENOLAK permohonan  banding  yang  telah 
diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Tergugat ;  
 
e) Bahwa  namun  demikian  Judex  Facti  Pengadilan  Tinggi  Denpasar  telah 
dengan  sengaja  melakukan  pelanggaran  hukum,  dimana  Judex  Facti 
Pengadilan  Tinggi  Denpasar  malahan  membentuk  Majelis  Hakim  yang 
terdiri dari : 1. I GUSTI MADE LINGGA, S.H. (Ketua Majelis Hakim / Ketua 
Pengadilan  Tinggi Denpasar), 2. I  GUSTI NGURAH LANANG PERBAWA, S.H.,  
dan  3.  ABID  SALEH  MENDROFA,  S.H.  untuk  memeriksa  dan mengadili  
perkara  Praperadilan  a  quo,  yang  terdaftar  dengan  Register Perkara  No.  
35/Pid.Prap/2007/PT.  Dps,  di  Pengadilan  Tinggi  Denpasar, yang telah 
diputus pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2007 ;  
 
f) Bahwa adapun isi putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 35/Pid.Prap/ 
2007/PT.  Dps,  tanggal  29  Mei  2007  pada  pokoknya  menyatakan  :  
Menerima  permohonan  banding  dari  Pembanding  (  Kapolda  Bali  )  dan 
membatalkan  Putusan  Praperadilan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  No. 
01/Pid./Prap/2007/PN. Dps, tanggal 4 Mei 2007 serta menyatakan bahwa 
permohonan  Praperadilan  dari  Para  Pemohon  Peninjauan  Kembali/ 
Terbanding/Para Pemohon tidak dapat diterima";  
g) Bahwa  Judex  Facti  Pengadilan  Tinggi  Denpasar  telah  salah  dalam 
mempertimbangkan  suatu  putusan  dan  telah  tidak  menerapkan  hukum 
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sebagaimana  mestinya,  hal  ini  dapat  dilihat  pada  pertimbangan  hukum 
judex  facti  Pengadilan  Tinggi  Denpasar  dihalaman  17  alinea  terakhir  s/d 
halaman 18 alinea ke-1,yang menyatakan : "Menimbang  bahwa  dalam  
perkara  ini  yang  dipermasalahkan  Para Pemohon/Terbanding  adalah  
tentang  sah  atau  tidaknya  penerbitan  Surat Ketetapan  tentang 
Pencabutan Penghentian Penyidikan  (P4 = T-5) bukan mengenai  sah  atau  
tidaknya  penghentian  penyidikan  yang  dilakukan Termohon/Pembanding 
sebagaimana diatur dalam Pasal angka 10 Huruf b KUHAP  jo.  Pasal  77  huruf  
a  KUHAP  tersebut  diatas  oleh  karena  itu Pengadilan  Tinggi  berpendapat  
bahwa  permohonan  praperadilan  tentang sah  atau  tidaknya  penerbitan  
Surat  Ketetapan  tentang  Pencabutan Penyidikan  (P4  =  T-5)  tidak  
termasuk  dalam  lingkup  kewenangan Praperadilan " ;  
 
h) Bahwa  pertimbangan  hukum  judex  facti  Pengadilan  Tinggi  Denpasar 
tersebut  adalah  jelas  tidak  benar,  keliru, sangat  subjektif  dan merupakan 
suatu  penafsiran  yang  sangat  menyesatkan,  oleh  karena  sesuai  dengan 
bunyi Pasal 1 Sub 10 jo. Pasal 77 jo. Pasal 80 KUHAP Pengadilan Negeri 
berwenang  untuk  memeriksa  dan  memutus  tentang  sah  atau  tidaknya 
suatu  penangkapan,  penahanan,  penghentian  penyidikan  atau 
penghentian Penuntutan, sehingga karenanya Pertimbangan hukum Judex 
Facti  Pengadilan  Tinggi  Denpasar  yang  pada  pokoknya  menyatakan 
"permohonan  praperadilan  tentang  sah  atau  tidaknya  penerbitan  Surat 
Ketetapan  tentang  Pencabutan  Penyidikan  (P4  =  T-5)  tidak  termasuk 
dalam  lingkup  kewenangan  Praperadilan  "  HARUSLAH  DIBATALKAN, 
karena sangat tidak beralasan dan berdasarkan hukum ;  
i) Bahwa  Pertimbangan  hukum  Judex  facti  Pengadilan  Tinggi  Denpasar  di 
halaman 19 alinea  ke-1  s/d halaman 20  alinea ke-2, yang  pada pokoknya 
menyatakan : "Termohon/Pembanding/Termohon  PK  berwenang  untuk  
menerbitkan Surat Ketetapan tentang Pencabutan Penghentian Penyidikan " 
ADALAH  JELAS  KELIRU,  KHILAF  SERTA  SALAH  DALAM  MENERAPKAN 
HUKUM, OLEH KARENA:   
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-  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  a  KUHAP  tegas-tegas 
dinyatakan  bahwa  Termohon  PK/Pembanding/Termohon TIDAK 
DIBERIKAN  KEWENANGAN  untuk  mencabut  kembali  Surat  Perintah 
Penghentian Penyidikan (SP.3) ;  
-  Berdasarkan ketentuan Pasal 77 huruf a jo. Pasal 80 KUHAP, jelas terlihat 
bahwa  setiap  perkara yang  sudah  dihentikan  penyidikannya  melalui 
SP.3 tidak dapat dilakukan pemeriksaan  tambahan / pemeriksaan  
lanjutan dan atau  pencabutan  SP.3  secara  sewenang-wenang  oleh  
pihak  Penyidik  (Termohon  PK),  kecuali  apabila  ada  pihak  yang  
berkepentingan  merasa keberatan atas terbitnya SP.3 tersebut, yang  
kemudian melakukan  upaya hukum  untuk  menguji  sah  atau  tidaknya  
penghentian  penyidikan  (SP.3) tersebut melalui proses persidangan 
Praperadilan ;  
-  Bahwa  sesuai  dengan  keterangan  ahli  DJISMAN  SAMOSIR,  SH,MH, 
dihadapan  persidangan  pada  hari  Rabu,    tanggal  2    Mei  2007,  yang 
menerangkan sebagai berikut:  
(1) Bilamana  Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan  (SP.3)  mau  
dicabut kembali oleh pihak Penyidik dengan alasan adanya Novum, 
maka Penyidik tidak  bisa  secara  langsung  mencabut  SP.3  tersebut,  
akan  tetapi  harus melalui  Ketua  Pengadilan  dalam  hal  ini  melalui  
lembaga  proses praperadilan, hal mana di atur dalam Pasal 80 
KUHAP;  
(2) Bahwa menunjuk dan sesuai dengan Pasal 80 KUHAP, maka 
pencabutan SP.3  oleh  Penyidik  tanpa  adanya Putusan  
Praperadilan, konsekwensinya pencabutan SP.3 tersebut adalah 
BATAL DEMI HUKUM;  
(3) Bahwa  seharusnya  dalam  SP.3  ada  klausule  "  dapat  Dibuka  
Kembali Apabila  Didapatkan  Bukti  Baru  ",  sebagai  jiwa  dan  
mengacu  kepada ketentuan  undang-undang.  Namun, dimana nanti 
apabila  ditemukan  bukti baru/ Novum tersebut, maka SP.3 tersebut 
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dapat dibuka (dicabut) kembali. Akan tetapi  proses pembukaannya  
(pencabutannya)  tetap  terlebih  dahulu harus melalui proses 
Praperadilan;  
- Bahwa  sehingga  demikian  pertimbangan  hukum  Judex  Facti  
Pengadilan Tinggi  Denpasar  tersebut  haruslah  DIBATALKAN,  karena  
tidak  beralasan dan berdasarkan hukum. 
  
h) Bahwa  pertimbangan hukum  Judex  Facti  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi 
Denpasar di halaman 20 alinea ke-3 s/d halaman 23 alinea ke-2, yang pada 
pokoknya menyatakan :" Bahwa  Penerbitan  Surat  Ketetapan  tentang  
Pencabutan  Penghentian Penyidikan tidak termasuk dalam lingkup 
Praperadilan dan Penerbitan Surat Ketetapan  tentang  Pencabutan  
Penghentian  penyidikan  adalah  sah  dan sesuai  dengan  kewenangan  
Termohon/Pembanding  (Termohon  PK)  maka permohonan  praperadilan  
dari  Para  Pemohon/Terbanding  (Pemohon  PK) haruslah dinyatakan tidak 
dapat diterima " ADALAH        JELAS-JELAS        TELAH        MENUNJUKAN  
KEKHILAFAN  DAN KEKELIRUAN YANG NYATA”, oleh karena :  
(1) Berdasarkan  Bukti  P  -  7  s/d  Bukti  P  -  15  sebagaimana  termuat  
dalam Putusan  Praperadilan  Judex  Facti  Pengadilan  Negeri  Denpasar  
No. 0l/Pid.Prap/2007/PN.  Dps,  tanggal  4  Mei  2007,  apa  yang  
dimaksud  / dijadikan Novum  (bukti baru) oleh  pihak Termohon  
Peninjauan Kembali/ Pembanding/Termohon  (Kapolda  Bali),  sebelum  
diterbitkannya Surat Ketetapan  Penghentian  No.  Pol  :  
SP.Tap/08/VIII/2006/Dit.Reskim, tertanggal  4  Agustus  2006  (SP.3),  
pada  kenyataannya  sudah  diperiksa dan  dipertanyakan  oleh  pihak 
penyidik  kepada  keluarga Para  Pemohon Peninjauan Kembali/Para 
Terbanding/Para Pemohon, sehingga demikian alasan  Termohon  
Peninjauan  Kembali/Pembanding/Termohon  dalam mencabut  kembali  
SP.3  berhubung  telah  ditemukannya  Novum  (bukti baru)  adalah  
sangat  tidak  benar  dan  hanya  merupakan  akal-akalan  / rekayasa 
semata ;  
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(2) Bahwa dalam Pasal 80 KUHAP telah dinyatakan dengan tegas :   
”Pemeriksaan  untuk  memeriksa  sah  atau  tidaknya  suatu  penghentian 
penyidikan atau  penuntutan  dapat  diajukan oleh penyidik  atau 
penuntut umum,  pihak  ketiga  yang  berkepentingan  kepada  Ketua  
Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya "; Sehingga  
karenanya  pencabutan  SP.3  tanpa  adanya  Putusan Praperadilan  
adalah  batal  demi  hukum,  yang  lebih  lanjut  telah  pula membuktikan  
bahwa  Surat  Ketetapan  No.  Pol  :  SP.  Tap/02/II/2007/Dit.Reskrim, 
tentang Pencabutan Penghentian Penyidikan, Tertanggal 26 Pebruari 
2007 adalah jelas merupakan OBJEK PRAPERADILAN;  
(3) Bahwa  berdasarkan  Pasal  77  jo.  Pasal  80  jo.  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  
a KUHAP  dan  berdasarkan  hasil  perumusan  penataran  terpadu  Aparat 
Penegak  Hukum  tanggal  11-16  April  1988  yang  disempurnakan  dalam 
rapat  Mahkejapol  tanggal  10  Februari  1992  dan  pada  tanggal  4  
Maret 1992 serta Rakergab Mahkejapol I tanggal 21 Maret 1987,   terlihat 
dengan  jelas  bahwa  Surat  Ketetapan  No.  Pol  :  SP.Tap/02/II/ 
2007/Dit.Rerkrim,  tentang  Pencabutan  Penghentian  Penyidikan, 
tertanggal  26  Pebruari  2007  adalah  jelas  merupakan  OBJEK  
PRAPERADILAN  DAN  ATAU  MASUK  DALAM  RUANG  LINGKUP 
PRAPERADILAN ;  
(4) Bahwa  berdasarkan  keterangan  Ahli  DJISMAN  SAMOSIR,  S.H.,  M.H., 
dihadapan  persidangan  pada  hari  Rabu,  tanggal  2  Mei  2007,  yang 
menerangkan sebagai berikut :  
-  Bahwa bilamana Surat Perintah Penghentian Penyidikan  (SP.3) mau 
dicabut  kembali  oleh  pihak  Penyidik  dengan  alasan  adanya  
Novum, maka  Penyidik  tidak  bisa  secara  langsung  mencabut  SP.3  
tersebut, akan  tetapi  harus  melalui  Ketua  Pengadilan  dalam  hal  ini  
melalui lembaga  proses  praperadilan,  hal  mana  di  atur  dalam  
Pasal  80 KUHAP;  
-  Bahwa  menunjuk  dan  sesuai  dengan  Pasal  80  KUHAP,  maka 
pencabutan  SP.3  oleh Penyidik tanpa adanya Putusan Praperadilan, 
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konsekwensinya  pencabutan  SP.3  tersebut  adalah  BATAL  DEMI 
HUKUM;  
-  Bahwa  menurut  ahli  seharusnya  dalam  SP.3  ada  klausule  " dapat 
Dibuka  Kembali  Apabila  Didapatkan  Bukti  Baru  ",  sebagai  jiwa  dan 
mengacu  kepada  ketentuan  undang-undang.  Namun,  dimana  nanti 
apabila  ditemukan  bukti  baru/  Novum  tersebut,  maka  SP.3  
tersebut dapat  dibuka  (dicabut)  kembali.  Akan  tetapi  proses  
pembukaannya (pencabutannya)  tetap  terlebih  dahulu  harus  melalui  
proses Praperadilan;  
- Bahwa  menurut  ahli,  pencabutan  SP  3  adalah  merupakan  objek 
praperadilan; 
  
i) Bahwa sehingga  demikian  putusan  Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi 
Denpasar yang  telah mengabulkan  keberatan-keberatan  Termohon 
Peninjauan  Kembali/Pembanding/  Termohon  sebagaimana dalam  Memori 
Bandingnya  tersebut,  telah  melampaui  kewenangannya  dan  merupakan 
suatu pelanggaran hukum ;  
 
j)Bahwa  karena  dalam  Putusan  Judex  Facti  Pengadilan  Tinggi  Denpasar No.  
35/Pid.Prap/2007/PT.Dps,  tanggal  29  Mei  2O07,  terdapat  adanya 
KEKHILAFAN  DAN  KEKELIRUAN  YANG  NYATA.  akibat  Majelis  Hakim 
Banding  tidak  cermat  dan  tidak  teliti  dalam  menyusun  pertimbangannya 
maka konsekwensi yuridisnya putusan tersebut  menjadi  cacat hukum dan 
harus dibatalkan; 
  
f. Putusan Peninjauan Kembali 
Dalam permohonan Peninjauan Kembali Pemohon kemudian Mahkamah Agung 
dalam putusan No.  98  PK/Pid/2007 memutuskan sebagai berikut : 
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1) Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon : I Wayan Tama, I 
Ketut Sudia, I Wayan Nambreg, I Nyoman Rukeg, I Wayan Sinter,  I Ketut Radio,  I 
Nyoman Sirda alias Tengkeng, tersebut ;  
2) Membatalkan  putusan  Pengadilan  Tinggi  Denpasar  Nomor  : 
35/Pid/Prap/2007/PT.Dps. tanggal 29 Mei 2007 ;  
3) Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya 
4) Menyatakan  Penerbitan  Surat  Penghentian  Penyidikan  No.Pol. 
SP.Tap/08/VIII/2006/Dit.Reskrim.,  taggal  4  Agustus  2006  adalah  sah  dan 
mempunyai kekuatan hukum ;  
5) Menyatakan  Penerbitan  Surat  Ketetapan  No.Pol.SP.Tap/02/II/2007/ 
Dit.Teskrim.,  tanggal  26  Februari  2007  tentang  Pencabutan  Penghentian 
Penyidikan  oleh  Termohon  adalah  tidak  sah  dan  tidak  mempunyai kekuatan 
hukum ;  
6) Mengembalikan harkat dan martabat Para Pemohon dalam kedudukannya 
semula ;  
7) Membebankan biaya perkara kepada Negara ; 
 
g. Pembahasan 
Melihat pertimbangan hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 98  
PK/Pid/2007 yang berdasar atas keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kemabali 
terdiri atas dua keberatan yaitu : Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar 
yang tanpa didasari pertimbangan hukum yang cukup dan Putusan Majelis Hakim 
Pengadilan Tinggi Denpasar telah memperlihatkan adanya kekhilafan dan kekeliruan 
yang nyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP yang mengatur 
tentang dasar-dasar permohonan Peninjauan Kembali yaitu sebagai berikut : 
1)  Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkandugaan kuat bahwa jika 
keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan 
berupa putusan bebas atau ptusan lepas dari segala tuntutan hukum atau 
tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu 
diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; 
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2) Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah 
terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar adan alasan putusan yang 
dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; 
3) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau 
suatu kekeliruan yang nyata; 
 
Bahwa dalam pertimbangan Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa apa 
yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam Memori Bandingnya 
hanya merupakan pengulangan dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam 
pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri Denpasar seharusnya dijadikan 
pertimbangan oleh hakim Pengadilan Tinggi untuk  tidak menerima permohonan 
banding Termohon Peninjauan Kembali. Kemudian di dalam keberatan yang dijadikan 
alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali yaitu bahwa 
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang tanpa didasari pertimbangan 
hukum yang cukup (onvoldoende  gemotiveerd) adalah sesuai dengan ketentuan 
Pasal 240 KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi adalah 
memeriksa apakah dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama terdapat 
kelalaian dalam penerapan hukum acara atau ada yang kurang lengkap, apabila hal 
tersebut ditemukan maka pengadilan tinggi dapat memutuskan kembali atau 
memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal tersebut. Dalam hal 
pengadilan tinggi memutuskan kembali dengan membatalkan putusan pengadilan 
tingkat pertama maka seharusnya pengadilan tinggi memeriksa dan 
mempertimbangkan secara keseluruhan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum dari 
perkara yang dimohonkan banding tersebut sehingga pertimbangan hukum dalam 
putusan bandingnya menjadi lengkap. 
  
Tindakan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menerima dan memeriksa 
permohonan banding dari Termohon Peninjauan Kembali adalah merupakan 
kekhilafan atau kekeliruan hukum yang sangat nyata. Oleh karena menurut 
ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHAP bahwa putusan Praperadilan mengenai sah atau 
tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian 
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penyidikan serta permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 KUHAP tidak dapat dimintakan permohonan 
banding. Sehingga kemudian Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memasukkan hal 
ini dalam pertimbangan hukum putusan Peninjauan Kembali No. 98  PK/Pid/2007 
adalah sangatlah berdasarkan hukum. Kemudian tindakan yang dilakukan oleh 
Pengadilan Tinggi Denpasar guna menindaklanjuti permohonan banding Termohon 
Peninjauan Kembali dengan membentuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan 
memutus permohonan banding tersebut adalah merupakan pelanggaran ketentuan 
hukum khususnya hukum acara pidana oleh karena seperti yang dinyatakan semula 
bahwa terhadap putusan praperadilan mengenai  sah atau tidaknya suatu 
penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan serta 
permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi tidak dapat dimintakan banding sehingga 
segala tindakan dari pengadilan tinggi yang menindaklanjuti permohonan banding 
tersebut adalah melanggar hukum. 
 
Dengan demikian maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar No 
01/Pid.Prap/2007/PN.Dps., tanggal 4 Mei 2007 yang salah satu poin ketiga dalam 
amar putusannya yang menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan 
No.Pol.SP.Tap/02/II/2007/ Dit.Teskrim.,  tanggal  26  Februari  2007  tentang  
Pencabutan  Penghentian Penyidikan  oleh  Termohon  adalah  tidak  sah  dan  tidak  
mempunyai kekuatan hukum maka dapat disimpulkan bahwa tindakan pencabutan 
kembali Surat Perintah Penghentian Penyidikan oleh Direskrim Polda Bali tanpa 
melalui proses Praperadilan adalah tidak sah. Putusan ini adalah sangat berdasar atas 
ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini dapat dilihat dalam ketentuan KUHAP Pasal 
1 sub 10 jo Pasal 77 jo Pasal 80 KUHAP, dalam Pasal-pasal tersebut diatur bahwa 
praperadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang meliputi : 
a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan 
tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. 
lxiii 
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas 
permintaan Tersangka/Penyidik/Penuntut Umum, demi tegaknya hukum dan 
keadilan; 
c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya 
atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. 
 
Berdasarkan ketentuan Pasal 77 huruf a jo. Pasal 80 KUHAP tersebut , jelas 
terlihat bahwa  setiap  perkara yang  sudah  dihentikan  penyidikannya  melalui Surat 
Perintah Penghentian Penyidikan tidak dapat dilakukan pemeriksaan  tambahan / 
pemeriksaan  lanjutan dan atau  pencabutan  Surat Perintah Penghentian Penyidikan  
secara  sewenang-wenang  oleh  pihak  Penyidik  ( Termohon  PK),  kecuali  apabila  
ada  pihak  yang  berkepentingan  merasa keberatan atas terbitnya Surat Perintah 
Penghentian Penyidikan tersebut, yang  kemudian melakukan  upaya hukum  untuk  
menguji  sah  atau  tidaknya  penghentian  penyidikan  (SP.3) tersebut melalui proses 
persidangan Praperadilan. Bilamana  Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan  (SP.3)  
mau  dicabut kembali oleh pihak Penyidik dengan alasan adanya bukti baru (novum), 
maka Penyidik tidak  bisa  secara  langsung  mencabut  Surat  Perintah  Penghentian  
Penyidikan  (SP.3)  tersebut,  akan  tetapi  harus melalui  Ketua  Pengadilan  dalam  
hal  ini  melalui  lembaga  proses praperadilan, hal mana di atur dalam Pasal 80 
KUHAP. 
 
Selain itu mencermati tata cara permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon 
Praperadilan yang langsung mengajukan Peninjauan Kembali tanpa terlebih dahulu  
mengajukan permohonan Kasasi ialah dikarenakan permohonan Kasasi hanyalah 
diperuntukkan pada  perkara tindak pidana semata, sedangkan dalam perkara 
praperadilan bukanlah merupakan perkara tindak pidana sehingga tidak dapat 
diajukan permohonan kasasi dan alur upaya hukumnya ialah langsung mengajukan 
permohonan Peninjauan Kembali. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 224 KUHAP 
yang mengatur bahwa yang diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan 
pemeriksaan kasasi adalah terdakwa dan penuntut umum yang notabene 
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merupakan pihak-pihak dalam suatu perkara tindak pidana. Sedangkan dalam 
perkara praperadilan pihak-pihak yang berperkara adalah pemohon dan termohon. 
 
H. Penerbitan Surat Ketetapan Tentang Pencabutan Penghentian Penyidikan Termasuk 
Dalam Lingkup Praperadilan Atau Tidak 
 
Bahwa dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan 
Peninjauan Kembali No. No. 98  PK/Pid/2007 menyatakan  secara Judex  Facti  
Pengadilan  Tinggi  Denpasar  telah  salah  dalam mempertimbangkan  suatu  
putusan  dan  telah  tidak  menerapkan  hukum sebagaimana  mestinya,  hal  ini  
dapat  dilihat  pada  pertimbangan  hukum judex  facti  Pengadilan  Tinggi  
Denpasar  dihalaman  17  alinea  terakhir  s/d halaman 18 alinea ke-1,yang 
menyatakan : "Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  yang  dipermasalahkan  
Para Pemohon/Terbanding  adalah  tentang  sah  atau  tidaknya  penerbitan  
Surat Ketetapan  tentang Pencabutan Penghentian Penyidikan  (P4 = T-5) bukan 
mengenai  sah  atau  tidaknya  penghentian  penyidikan  yang  dilakukan 
Termohon/Pembanding sebagaimana diatur dalam Pasal angka 10 Huruf b 
KUHAP  jo.  Pasal  77  huruf  a  KUHAP  tersebut  diatas  oleh  karena  itu 
Pengadilan  Tinggi  berpendapat  bahwa  permohonan  praperadilan  tentang 
sah  atau  tidaknya  penerbitan  Surat  Ketetapan  tentang  Pencabutan 
Penyidikan  tidak  termasuk  dalam  lingkup  kewenangan Praperadilan. Hal 
tersebut adalah tidak sesuai  dengan bunyi Pasal 1 Sub 10 jo. Pasal 77 jo. Pasal 
80 KUHAP Pengadilan Negeri berwenang  untuk  memeriksa  dan  memutus  
tentang  sah  atau  tidaknya suatu  penangkapan,  penahanan,  penghentian  
penyidikan  atau penghentian Penuntutan.  
 
Dari ketentuan Pasal 80 KUHAP tersebut dapat diterjemahkan secara 
tidak langsung bahwa pencabutan Surat Perintah Penghentian Penyidikan juga 
termasuk ke dalam ruang lingkup kewenangan Praperadilan. Alasan mengapa 
Pencabutan Surat Perintah Penghentian Penyidikan juga termasuk ke dalam 
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ruang lingkup kewenangan Praperadilan oleh karena, menurut Pasal 77 KUHAP 
pada dasarnya ruang lingkup kewenangan Praperadilan adalah tentang : 
a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau 
penghentian penuntutan; 
b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya 
dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. 
 
Dalam ruang lingkup kewenangan Praperadilan tersebut juga termasuk 
kewenangan untuk memutus sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan, 
permohonan sah atau tidaknya penghentian penyidikan dapat diajukan apabila 
baik Penuntut Umum maupun pihak ketiga yang berkepentingan melihat 
bahwa penghentian penyidikan tersebut dilakukan tanpa di dasari oleh aturan 
hukum yang kuat dan jelas atau bahkan penghentian penyidikan dilakukan 
dengan tidak sah. Untuk itu hakim Praperadilan berkewenangan memutus 
apakah tindakan penghentian penyidikan tersebut sah ataukah tidak.  
 
Apabila hakim Praperadilan memutuskan bahwa tindakan penghentian 
penyidikan tersebut adalah sah maka proses penyidikan dihentikan dan Surat 
Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tetap berkekuatan hukum tetap dan 
hak-hak dari tersangka yang pernah menjalani proses penyidikan harus 
direhabilitasi. Akan tetapi apabila hakim Praperadilan memutuskan bahwa 
tindakan penghentian penyidikan tersebut adalah tidak sah maka proses 
penyidikan yang telah dihentikan wajib dilanjutkan kembali. Dengan demikian 
bahwa berarti Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang semula 
dikeluarkan untuk menghentikan proses penyidikan tersebut harus dicabut oleh 
karena penyidikan terhadap suatu perkara pidana dilanjutkan kembali oleh 
karena penghentian penyidikannya adalah tidak sah. Disini berarti secara tidak 
langsung mengindikasikan bahwa pencabutan Surat Perintah Penghentian 
Penyidikan adalah termasuk kedalam kewenangan lembaga Praperadilan. 
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 Selanjutnya berdasarkan Pasal 80 KUHAP bilamana  Surat  Perintah  
Penghentian  Penyidikan  (SP.3)  mau  dicabut kembali oleh pihak Penyidik 
dengan alasan adanya Novum, maka Penyidik tidak  bisa  secara  langsung  
mencabut  SP.3  tersebut,  akan  tetapi  harus melalui  Ketua  Pengadilan  dalam  
hal  ini  melalui  lembaga  proses praperadilan sehingga pencabutan Surat  
Perintah  Penghentian  Penyidikan  (SP.3) oleh  Penyidik  tanpa  adanya Putusan  
Praperadilan, konsekwensinya pencabutan SP.3 tersebut adalah batal demi 
hukum. Selain itu juga seharusnya  dalam  Surat  Perintah  Penghentian  
Penyidikan  (SP.3) disyaratkan terdapat  klausule  "  dapat  Dibuka  Kembali 
Apabila  Didapatkan  Bukti  Baru  ",  sebagai  jiwa  dan  mengacu  kepada 
ketentuan  undang-undang.  Namun, dimana nanti apabila  ditemukan  bukti 
baru/ Novum tersebut, maka SP.3 tersebut dapat dibuka (dicabut) kembali. 
Akan tetapi  proses pembukaannya  (pencabutannya)  tetap  terlebih  dahulu 
harus melalui proses Praperadilan. 
 
  Dengan demikian tindakan pencabutan kembali Surat Perintah 
Penghentian Penyidikan (SP3) adalah termasuk dalam ruang lingkup 
kewenangan lembaga Praperadilan sehingga tidak sah apabila suatu Surat 
Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dicabut kembali oleh penyidik tanpa 
terlebih dahulu melalui dimintakan Praperadilan kepada Ketua Pengadilan 
Negeri. 
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BAB IV 
    PENUTUP 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang secara rinci telah penulis 
sampaikan baik yang mendasarkan atas teori-teori, peraturan-perundang-
undangan maupun berdasarkan atas data-data hasil penelitian serta analisis 
data, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti yaitu analisis yuridis tindakan pencabutan kembali surat 
perintah penghentian penyidikan yang dilakukan tanpa melalui proses 
praperadilan. Adapun simpulannya adalah sebagai berikut : 
1. Keabsahan Tindakan Pencabutan Kembali Surat Perintah Penghentian 
Penyidikan Oleh Direskrim Polda Bali Tanpa Melalui Proses Praperadilan 
Melihat Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 
01/Pid.Prap/2007/PN.Dps., tanggal 4 Mei 2007 yang salah satu poin ketiga 
dalam amar putusannya yang menyatakan bahwa penerbitan Surat 
Ketetapan No.Pol.SP.Tap/02/II/2007/ Dit.Teskrim.,  tanggal  26  Februari  
2007  tentang  Pencabutan  Penghentian Penyidikan  oleh  Termohon  
adalah  tidak  sah  dan  tidak  mempunyai kekuatan hukum maka dapat 
disimpulkan bahwa tindakan pencabutan kembali Surat Perintah 
Penghentian Penyidikan oleh Direskrim Polda Bali tanpa melalui proses 
Praperadilan adalah tidak sah. 
 
Putusan ini adalah sangat berdasar atas ketentuan peraturan 
perundang-undangan khususnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. Ini dapat dilihat dalam ketentuan KUHAP Pasal 1 sub 
10 jo Pasal 77 jo Pasal 80 KUHAP, dalam Pasal-pasal tersebut diatur bahwa 
praperadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang 
meliputi : 
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d. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas 
permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa 
tersangka; 
e. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian 
penuntutan atas permintaan Tersangka/Penyidik/Penuntut Umum, 
demi tegaknya hukum dan keadilan; 
f. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau 
keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak 
diajukan ke pengadilan. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 77 huruf a jo. Pasal 80 KUHAP tersebut , 
jelas terlihat bahwa  setiap  perkara yang  sudah  dihentikan  penyidikannya  
melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan tidak dapat dilakukan 
pemeriksaan  tambahan / pemeriksaan  lanjutan dan atau  pencabutan  
Surat Perintah Penghentian Penyidikan  secara  sewenang-wenang  oleh  
pihak  Penyidik  ( Termohon  PK),  kecuali  apabila  ada  pihak  yang  
berkepentingan  merasa keberatan atas terbitnya Surat Perintah 
Penghentian Penyidikan tersebut, yang  kemudian melakukan  upaya hukum  
untuk  menguji  sah  atau  tidaknya  penghentian  penyidikan  (SP.3) tersebut 
melalui proses persidangan Praperadilan. Bilamana  Surat  Perintah  
Penghentian  Penyidikan  (SP.3)  mau  dicabut kembali oleh pihak Penyidik 
dengan alasan adanya bukti baru (novum), maka Penyidik tidak  bisa  secara  
langsung  mencabut  Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan  (SP.3)  
tersebut,  akan  tetapi  harus melalui  Ketua  Pengadilan  dalam  hal  ini  
melalui  lembaga  proses praperadilan, hal mana di atur dalam Pasal 80 
KUHAP. 
 
2. Penerbitan Surat Ketetapan Tentang Pencabutan Penghentian Penyidikan 
Termasuk Dalam Lingkup Praperadilan Atau Tidak 
Dengan melihat putusan yang menyatakan bahwa Surat  Ketetapan 
No.Pol.SP.Tap/02/II/2007/ Dit.Teskrim.,  tanggal  26  Februari  2007  
tentang  Pencabutan  Penghentian Penyidikan  oleh  Direskrim Polda Bali  
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yang diterbitkan tanpa melalui proses praperadilan terlebih dahulu adalah  
tidak  sah  dan  tidak  mempunyai kekuatan hukum maka dapat disimpulkan 
bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan 
adalah merupakan salah satu ruang lingkup dari lembaga Praperadilan. 
Putusan tersebut berdasar atas ketentuan Pasal 80 KUHAP yang mengatur 
bahwa Praperadilan dapat memutus sah atau tidaknya suatu penghentian 
penyidikan maupun penuntutan yang permohonannya dapat diajukan oleh 
penyidik maupun penuntut umum dengan menyebutkan alasannya. 
 
Untuk itu hakim Praperadilan berkewenangan memutus apakah 
tindakan penghentian penyidikan tersebut sah ataukah tidak. Apabila 
hakim Praperadilan memutuskan bahwa tindakan penghentian penyidikan 
tersebut adalah sah maka proses penyidikan dihentikan dan Surat Perintah 
Penghentian Penyidikan (SP3) tetap berkekuatan hukum tetap dan hak-hak 
dari tersangka yang pernah menjalani proses penyidikan harus 
direhabilitasi. Akan tetapi apabila hakim Praperadilan memutuskan bahwa 
tindakan penghentian penyidikan tersebut adalah tidak sah maka proses 
penyidikan yang telah dihentikan wajib dilanjutkan kembali. Dengan 
demikian bahwa berarti Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang 
semula dikeluarkan untuk menghentikan proses penyidikan tersebut harus 
dicabut oleh karena penyidikan terhadap suatu perkara pidana dilanjutkan 
kembali oleh karena penghentian penyidikannya adalah tidak sah. Disini 
berarti secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pencabutan Surat 
Perintah Penghentian Penyidikan adalah termasuk kedalam kewenangan 
lembaga Praperadilan walaupun di dalam ketentuan KUHAP tidak mengatur 
tentang hal tersebut.  
 
 
I. Saran 
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Dari kesimpulan tersebut diatas, penulis dapat memberikan saran-saran 
yang relevan sebagai berikut :  
1. Dalam pemeriksaan praperadilan, hakin yang menangani agar menggali 
kebenaran dari alasan hukum maupun alasan faktual, jadi tidak terbatas 
pada pengujian secara formil belaka. 
2. Pemohon praperadilan dalam mengajukan permohonan hendaknya benar-
benar memperhatikan alasan dan alat bukti yang diajukan. 
3. Para penegak hukum hendaknya dalam melaksanakan tindakan hukum 
selalu berdasarkan aturan hukum yang ada (khususnya KUHAP) sehingga 
tidak memungkinkan pihak lain, baik itu tersangka/ terdakwa maupun pihak 
lain yang berkepentingan supaya proses hukum terhadap suatu perkara 
pidana tidak berlarut-larut. 
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